PENDAHULUAN

Kemajuan teknoiog! membawa akibal tethadap pandangan manusia itu
sencki dalam hubungannya dengan aiam sebagal lingkungan hidup. Inl beraill
bahwo kesodaran manusia sendin semokin  tnggl unfuk  memellhara
kelangsungan hidup di moso yang akan dalang. Uniuk Hu maonusia horus
memiklikan peraturan-peraturon don fala oora untuk memperoleh kesstoaon
gan keselmbangon.

Dalam kaltan Inl selalu ditemukan konfitk antara si pembuat peraturan
dengan orang yang harus mematuhl peraturan Itu. Konfilk Inl terjad! disebabkan
berbagal hol. antara {aln bahwa si pekerja selalu merasokon kedudukan mereka
yaong diahu.

Jika Kito mengingd teoii “ peronjlan mMayarcxat ° (CoMoA soclal)
dmono ekuasoan pengusaha Poda hakikainyo mesupokan pembinaan boagl
pekesjoryo, maka konfllik fersebut harusnyo fidak teriadl. Pada beberagpa bidang
kehidupan masyarakat keadaan Inl teiah dapat diatasl dengan mengadakan
kesepakatan bersama mengenal hak dan kewgjlban masing-masing, tetapl dl
bidang hubungan kerja antara pemberl pekeriaan dengan Pekeria masth sulit
mengurangi konfik tersedul,

Seiop hubungan kero tedodi dengan didohulul suctu kesepakaian
bersamo. namun keyakinan pihak pembefl kerja bahwa la adaich pemegong

modcal, pengendal kehidupan s pekerja, tetop lebih menonjol dibandingkan
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dengan keadaan kebersamaan dalam mencapal hasil. Dalam situasi inllah sering
feriadl sengketa.

Pasal 1601 sampal dengan 1603 8ab 7A KUK Perdata adakah pasal yang
mengatur pelaksanaan kerja dalam ikalan hubungan kerja antara seorang
peketjia dengan pengusctha, ketentuan-ketentuan hukum tfersebut banyak yang
kurang sesual dengan perkembangan hubungan kerja it sendiri,

Prases penyelesaian sengketa hubungan kefja akan lebih menunjukkan
tingkat kedudukan keperdataan antara kaiyawan dan majlkan apakah selmbang
atau tidak. Tenaga kerja yang terutama bekeria unfuk kepentingan majlikan,
selaiu harus menyediakan tenaganya pada saat majlkan memerlukannya dan
mengeluarkannya menutut kehendak maijikan itu.

Demikian berperannya pengusaha sehingga hukum Publik menciptakan
peraturan-peraturan yang berujuan melindungi pPhak yong lemah,
menempatkan pekerja Podo kedudukan yang dilindungi dar: kekuascon majikan,
inl sudah beraiti menetapkan peraturan-peraturan yang memaksa majlkan untuk
tidak sesukanya.

Darl usaha Int diketahul bahwa walaupun kepcda pekerja dan majlkan
diberi kekuasaan dan kebebasan membuat peraturan tertentu yang mengatur
hubungan mereka, namun peraturan iu tidak boleh bertentangan dengan apa
yang ditentukan aleh pemeriniah.

Salah sotu sebab sisi yang dipaksakan oieh undang-undang kepada
pengusaha adalah kewajiban pengusaha untuk mendaftarkon pekerianya daiam

bentuk jJaminan sosial tenaga kerja.
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Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Pasal 3 menerangkan :

(1) Untuk membetlkan peilindungan kepadao tenaga kerja diselenggaiakan
progiam jaminan sosliat tenaga keija yang pengelolaannya dapat
dilaksonakan dengan mekanisme osutonst,

(2) Seliap tenago kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerla

Pelalsonaan pemberian jaminan sosial tenaga kerja poda dasamya
merupakan bentuk perlindungan don kepedulian pengusaha alas jiwa maupun
nart tua dari pekerjanya. tetapl meskipun demidan tetap ditemukan keengganan
pengusaha uniuk melakukan pendaftaran ke PT. Jamsoslek lethadap pekerja-
pekenja, sehinggo memberikan akibat tidok adonya jaminan atas keselamatan

kerja maupun hati tua mereka.

A fFengertion dan Penegason Judul
Skiips! int berjudul “Perjianion Kefja Menuwut KUK Perdala dan Undang-

Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminon Sosial Tenago Kerja (Studl Kasus di PT.
Jamsostek (Persero) Cotbang Medan) *.

Sebagalmana kita ketahui bahwa sualu karya fimiah harus diberl judul,
karena la dapal menggaembarkan apa yang menjadi Int'sarl karangan atau
karya fimiah dimaksud.

Untuk mengetahul pengeriian judul skiipsi inl lebth mendalam, dt bawan

inl penulls akan menguialkan kaltannya dengan judul skripsl Inl, yafiu :
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- Perjanjlan Kerja adalah peranjlan yang diselenggarakan cleh pekerja
dengan penguscha yang di dalamnya memuat syarat-syarat yang haqius
diperhatikan cieh para plhak. !

Patjanjlan kera tidak luput pengaturannya oari ketentuan-ketentuan yang
diatur di dalam Buku Il KUH Perdata tentang Perjaniian. 2
Sebagal ketenizan umum mengenal pengaturan perjanjian maka petihal
keberadaan perjanjian kerja juga harus tunduk pengaturannya kepada
ketentuan yang terdapat di datam Buku Il KUH Perddto.

- Menutul berarli berdasaikan.

- KUH Perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan
hukum peninggalan Koloniai Belanda di indonesia.

- Dan adaiah kato dasar yang menyamung dua keadaan,

- Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 adalah Undang-Undang tentang Jaminan
Scsial Tenaga Ketjayang disahkan di Jakaria tanggal 17 Pebruart 1992, dan
didaftarkan di dalam Lembaran Negara Nec. 14 Tahun 1992,

Berdasarkan uraian di aias dapatiah dipahaml bohwa pembahasan yang
dliakukan adalah tentang akibat-akibat dari berakhimya perjanjian kerla yang
cdidahulul dengan adanya pemutusan hubungan kefja antara pengusahaq

dengan pekerjanya.

' W.JS. Posiwadarminia, Mdmus Umnum Bohosa Idoneska. PN. Balai
Pustaka, Jokaita, 1984, hal. 1079.

2 F.X. Djumialdjl dan Wiwoho Soedjono, Parfanflon Parbuuhon dan
Hubungaon Perbuwuhan Pancasia, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 11.
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8. Alasan Pemitihan Jucul

Sebagai suotu tindakan antisip@si dalam hal timouinya rskko  atas
pelaksanaan pekeljaan pekeria. maka pemerintah menetapkan ketentuan
pemberian Jaminan Sosial Tenaga Keria di perusahaan swasto , BUMN dan 8UMD.

Pengailhan risikko kepada PT. Jamsostek (Persero)} dilakukan dengan fata
caia prosedur teitentu dan memberikan suatu fimbol baltk, bahwa Jaminan Sosial
Tenaga Keria adalah merupakan kewajban suatu perusohaan yang memillki
tenaga kesja sebagaimana diatur dalam UY No 3 Tahun 1992, sehingga dalam
penerapannya petaksonaan Jaminan Soslal fenaga Kerja inl dilakukan antara PT.
Jamsostek {Perserc) dengan Pengusaha dengan Pekerja di sisi lainnya.

Apablla sebuah perusahaan mengikutl program Jaminan Sostal Tenaga
Kefia, maka perusahaan teisetut akan dibebankan bebarapa kewaijiban yang
harus dilaksanakan sehingga apabila risiko yang diatur di dalam UU No.3 tahun
1992 terjadl maka PT. Jamsostek {Perserd) akan membertkan saniunannya.

Adapun piogram-program Jamsotek yang dialur dalam UU No.3 tahun
1992 adalah mellpuH :
1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK}
2. Program Jaminan Harl Tua (JHT) ,
3. Program Jaminan Kematian (JKM)
4, Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) ,

Pengusaha selaku plhak yang beitanggung jawab atas terselenggaranya

Jaminan sosial tenaga kerianya memliikl karekieristik yang sangat mendukung

dalam menciptakan hubungan antara perusahaannya dengan pihak PT.
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